
BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR l' TAHUN 201s

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan
peyeienggaraan jaminan sosial kesehatan,
i'emerintah daerah berwenang tidak memberikan
pelayanan publik tertentu kepada Pemberi. Kerja,
-setiap 

Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan

Peneiima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8

Jaminan Sosial ;

b

c
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambainan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor l, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914). ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran
Negara nepubiik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,

Tairbahan- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3201 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara - Repubiik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norngr 4279 \ ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia N"-T9t a2a6\ ;

6. Undang-Unding Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perben-dahara^., Ntgatu' (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Un?ang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimb-angan Kiuangan Antara Pemerintahan Pusat

dan Pemerintahan Dierah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan

L"mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3al ;

8. Urla".,g-U"aJrtg Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

n"prUfii. Indonesia Tahun 2991 Nomor

1SO,Tambaha., t'trnb^t"t' Negara Repubiik Indonesia

Nomor 44561 ;

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

P;i;;;"" pultit< (Lembaran Nec?:1 Republik

Indonesia Tahun 20( 9 Nomor 1l2'Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

1O. Undang-Undang tttornor 12 Tahun ,2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik.lndonesia,{ahun 2011

i'r;;;. sz, Timbah"" Lt*u"t"n Negara Republik

Indonesia Nomor 5234\ ;

i1. Undang-Undang Nomor 24 Tahrun 2Oll tentang

Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran

N;;;" nepuuril'inJonesia Tahun 2o11 Nomor 116'

Tambahan f'erntar"n Negara Republik Indonesia

Nomor 5256\ ;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang

Aparatur Sipif uegli" (lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 261+ Nomor 6' Tambahan Lembara

ii-"**; Republik Indonesia Nomor 5499) ;
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
i.lo-o. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 56791 ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepuUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O,

Tambahan Lembaran Negara Republil< lndonesia
Nomor a578 \ ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah'
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371 ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

RepuUtit 
"'lndonesia Tahun 2Ol3 Nomor 23O'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a731 ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pemberi Kerja Selain Pen

Orang, Selain Pemberi
Bantuan Iuran Dalam
Sosial (Lembaran Negar
2Ol3 Nomor 238' Ta
RePublik Indonesia Nomor 5481) ;

fS. P.i"t"."n Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik

i.raorr""l^ Tahun 2013 Nomor 29)' sebagaimana telah

Jirf^f, dengan Peraturan Presiden Nomor 11lTahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 20 1 3 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 255) ;

Peraturan iresiden Nomor 109 Tahun 2013' tentang

19. Penahapan ftpt"tttt^t' Program Jaminan Sosial

(Lembaran t'l"gttt Republik Indonesia Tahun 2O 13

Nomor 253) ;

20. Peraturan Menteri Dal
2006 tentang Pedoman

bahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri mor i3 Tahun 2006 tentang

Pedoman e"ttgtio-t^^t' Keuangan Daerah (Berita

fl.g"o i.p"Ulif tndonesia Tahun 20 1 I Nomor 3 10) ;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 20O8 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKpD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

5. Dinas adalah SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya
dibidang Ketenagakerjaan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang ruang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya di bidang Ketenagakerjaan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik
swasta maupun negara.

9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan bagi setiap orang atau perusahaan
yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi tzin, landa daftar,
atau yang sejenisnya.
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10. Izin adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan
p"ritu."., perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

12 Perizinar. terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang
diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah
terkait, meliputi : izin Optik, Izin Peiataran Parkir, Izin Reklame, Izin
Usaha Industri, lztn Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan,
Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin
Praktik Dokter, Izin lndustri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah,
Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung lnternet,
Izin Penyelenggara Pelatih an, lzin Usaha Perikanan, Izin Trayek, Tanda
Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan
Publik Tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.

13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosiai yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Sosial.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yanB selanjutnya
disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

i6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoieh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran'

18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain.

19. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi
kerja dengan menerima gaji atau upah.

20. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau
berusaha atas resiko sendiri.

21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

22. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta
dan/ atau anggota keluarganYa.

23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja dan/atau peyelenggara negara.

24. Telaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa
atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
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Tanda pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang selanjutnya
disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi iecara tirtuiis
setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan
atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan.
Surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat Spp adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggunag jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
termasuk pegawai tidak tetap (PlT) dan Pegawai pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN).
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pegawai Negeri (ppNpN) adalah
pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai iain
yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

[1) BPJS Kesehatan merupakan badan Hukum Publik yang bertanggung
j awab langsung kepada Presiden.

(21 BPJS Kesehatan sebagaimana pada ayat ( 1) termasuk didalamnya BPJS
Kesehatan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

(3J Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional
yang berlaku dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Makale di
wilayah Kabupaten Tana Toraja.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Perluasan cakupan kepesertaan & penegakan Hukum Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

b. Memberikan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi setiap orang, badan
usaha, perusahaan, dan tenaga kerja pemerintah [pegawai tidak tetap &
pegawai pemerintah non pegawai negeri) di Kabupaten Tana Toraja; dan

c. Menjamin perlindungan kesehatan bagi setiap orang, badan usaha,
perusahaan, dan tenaga kerja pemerintah (pegawai tidak tetap & pegawai
pemerintah non pegawai negeri) di Kabupaten Tana Toraja;



Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap &
Pemerintah Non Pegawai Negeri dan setiap orang atau badan
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Pegawai
usaha /

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Tana Toraja.

BAB rV
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 5

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap

oleh :

a. Pekerja Penerima upah dan anggota keluarganya;
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Pasal 6

(1) Pekerja Penerima UPah
termasuk didalamnYa :

yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah

a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kabupaten Tana

Toraja;
b.PegawaiSwastayangbekerjadiBadanUsaha/PerusahaandiKabupaten

Tana Toraja; dan
c. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf a dan b yang menerima upah'

(2)PekerjabukanpenerimaupahsebagaimanadimaksuddalamPasal5huruf
b adalah termasuk didalamnYa :

a. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
U. e.t ".i, yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah'

(3) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah

termasuk didalamnya Pemberi Kerj a;

Pasal 7

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah orang

perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang

mempekerJaku.n 1..,ag. kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan
pegawai [ia^t tetap, pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan

-.-b"yr.. gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya'

BAB V
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

(1) Pemberi Kerja wajib :

a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BP'IS

Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang

diikutinya; dan



b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya
kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar'

(2) Setiap orang yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib;
a. 

-mendaftarkan 
dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada

BPJS Kesehatan; dan
b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan

benar kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

(1J Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik' - tertentu untuk melakukan permohonan pengurusan izrrr atau
perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib

-"l.mpi.ka.r foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari
pejabai penyelenggara BpJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir dan
telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.

[2) Setiap orang dalam memperoleh pelayanan publik tertentu untuk- ' 
melakukan permohonan pengurusan izin atau perpanjangan izin kepada
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy
rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS
Kesehatan setempat yang telah dilegalisir.

(3J Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
padaayat (1 ) dan ayat (2) berisikan:
.. k.t..r.tg^., kepesertaan berupa sertifikat program BPJS Kesehatan yang

diterbitkan oleh penyelenggara BPJS Kesehatan; dan
b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesrtaan program BPJS

Kesehatan.
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BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Pemberi Kerja, Pekerja dan Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (21 dikenakan
sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a
dikenakan sanksi administrative berupa Tindakan administrasi sesuai
peraturan disiplin Aparatur Sipil Negarayang berlaku.

Pasal 1 I
Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; atau
e. izin Mendirikan Bangunan (lMB).



setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan Jasa
Kons-truksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan
belanja pada nnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
pemeiintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan
BpJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang
telah dilegalisir .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

tt

ftaurerl rANA ToRAJA,

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih
lanjut dalam kLputusan bersama kepala SKPD yang memberikan pelayanan
priirin n atau liepala SKpD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah
dan kepala kantor BPJS Kesehatan Cabang Makale.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin ahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini de.,ga., periempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana

Toraj a.
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BAB \rII
KETENTUAN LIUN-LAIN

Pasal 12

l, THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ENOS I(AROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR


